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ABSTRAK

Proses pembangunan tidak hanya berdampak pada pesatnya kemajuan kehidupan masyarakat, tetapi juga
berdampak pada pesatnya perkembangan tindak pidana, salah satunya tindak pidana korupsi. Maraknya praktek
korupsi di Indonesia menjadikan tindak pidana korupsi ini dikenal sebagai extra ordinary crime atau kejahatan
luar biasa sehingga perlu penegakan hukum yang luar biasa pula. Penegakan hukum tindak pidana korupsi salah
satunya dilakukan oleh Institusi Kejaksaan. Permasalahan yang diangkat dalam penulisan skripsi ini yaitu
bagaimana peran intelijen Kejaksaan Negeri Padang dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi dan apa
saja hambatan yang dialami oleh intelijen Kejaksaan Negeri Padang dalam penanganan perkara tindak pidana
korupsi serta apa saja upaya menanggulangi hambatan tersebut. Metode penelitian yang penulis gunakan yaitu
yuridis sosiologis dimana pendekatan- salabwal&ﬁ:l leAdtyrdnedan teori yang ada kemudian dihubungkan
dengan praktek di lapangan. Jeni$ fdlan“samber data yang diperolefd adalah melalui wawancara sebagai data

primer dan didukung dengan dala%se under vai rasal dari BUKu, peraturan perundang-undangan dan
lain-lain. Data yang diperoleh sqlamjutnya di - ,.“A analisis data kualitatif yang disajikan secara
deskriptif yaitu menjelaskan, mengtiraikan e mbar secnajelas dan konkrit terhadap objek yang
dibahas sehingga didapat jawaban [yang sesugiide fasalafian yang erat kaitannya dengan penelitian ini.

Berdasarkan analisis data tersebut diperoleR®hasi Dagaif berikut: (1) Intelijen Kejaksaan dalam
penanganan perkara tindak pidanal kerupsi di Kejaksa 'ﬁ i Padar|g secara garis besar memiliki 3 peranan
yaitu yang pertama, dalam hal pgnyelidikan perkar; ak Didapatkorupsi oleh intelijen Kejaksaan Negeri
Padang guna memperoleh informag hafe ke A anjutkan ke proses penyidikan oleh seksi
pidana khusus. Kedua, yaitu penc P )}dengan pembentukan Tim Pengawal dan
Pengamanan Pemerintahan dan Pe‘ ( aq’kan atas surat Perintah Jaksa Agung, dan
ketiga peran Intelijen Kejaksaan Nege Uronan kejaksaan/pengadilan. (2) Hambatan
yang dialami oleh Intelijen Kejaksaah\ gﬁd mbsmrlganan perkara tindak pidana korupsi yaitu,
pertama dalam hal pemanggilan saksi kedLIa/ mpuian alat bukti, dan adanya ketakutan pihak yang
dimintai keterangan atas intervensi instansi terkait. Sedangkan upaya dalam penanggulangannya adalah dengan
perpanjangan waktu dalam proses pemanggilan saksi dan pengumpulan alat bukti terkait perkara, serta dengan
memberikan jaminan dan perlindungan terhadap pihak yang dimintai keterangan atas intervensi yang dilakukan
oleh intansi terkait.

Skripsi ini telah dipertahankan di depan Tim Penguji dan dinyatakan lulus pada tanggal 11 Juli 2017.
Abstrak telah disetujui oleh penguiji.
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BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Proses pembangunan dewasa ini tidak hanya berdampak pada pesatnya kemajuan
kehidupan masyarakat, tapi juga berdampak pada pesatnya perkembangan tindak pidana
yang semakin meresahkan masyarakat. Salah satu tindak pidana yang menjadi sorotan
dan perbincangan semua kalangan masyarakat adalah korupsi, karena korupsi tidak hanya
merugikan keuangan negara namun juga melanggar hak-hak sosial masyarakat serta
menghambat pembangunan nasional dan mengganggu stabilitas perekonomian negara

. NJVERSITAS ANDAT 4
yang seharusnya digunakan { F=pesarnya untok hteraan masyarakat.

Suatu fenomena sosial y Jpakan realitas perilaku manusia

dalam interaksi sosial yang ¢ nembahayakan masyarakat dan

entuk dicela masyarakat, bahkan

negara. Oleh karena itu, perila

termasuk oleh para korup.tla_xﬂ {156

=

Y,

Ve
YJIAJ
g e ; E >

b
koruptor”.  Pencelaan masy"za?_gj}i

menurut konsepsi  yuridis
dimanifestasikan dalam rumusan hukum sebagai suatu tindak pidana yang perlu didekati
secara khusus, dan diancam dengan pidana yang cukup berat.*

Indonesia Corruption Watch (ICW) merilis hasil pemantauan terhadap kasus korupsi
di seluruh Indonesia. Pemantauan dilakukan pada kasus korupsi berstatus penyidikan
periode Januari sampai Juni tahun 2015 (6 bulan). Selama tengah tahun pertama 2015,

ICW memantau 308 kasus dengan 590 orang tersangka. Total potensi kerugian negara

dari kasus-kasus ini mencapai 1,2 triliun rupiah dan potensi suap sebesar 457,3 miliar

! Elwi Danil, 2011, Korupsi:Konsep, Tindak Pidana, dan Pemberantasannya, Jakarta:Raja Grafindo,hlm 1.



rupiah.? Banyaknya terjadi tindak pidana korupsi di Indonesia saat ini tidak terlepas dari

berbagai faktor yang ada pada saat ini, yaitu :

1. Kurangnya gaji atau pendapatan Pegawai Negeri dibandingkan dengan kebutuhan
yang makin hari makin meningkat.

2. Latar belakang kebudayaan atau kultur Indonesia yang merupakan sumber atau sebab
meluasnya korupsi.

3. Manajemen yang kurang baik dan Kontrol yang kurang baik dan efisien

4. Modernisasi®

Tindak Pidana Korupsi selalu dikaitkan dengan kata “kejahatan luar biasa”

dikarenakan begitu luar bias oleh tindak pidana korupsi itu

sendiri. Hal ini juga terdapat 'Undang Nomor 20 Tahun 2001
tentang Perubahan atas Und:, { n 1999 tentang Pemberantasan

yang selama ini terjadi secara

Tindak Pidana Korupsi, bah)
meluas, tidak hanya merUgh ke

"‘!{:~ s ) N ; .
pelanggaran terhadap hak-hakﬁgq’s)aﬁ!}l‘a%\.,mmmfnasyarakat secara luas, sehingga
-—‘Vi’ff:__/.w\.},, e

= N

tindak pidana korupsi perlu digolongkan sebagai kejahatan yang pemberantasannya harus
dilakukan secara luar biasa.*

Oleh karena itu terdapat cukup alasan rasional untuk mengategorikan korupsi sebagai
sebuah kejahatan luar biasa (extraordinary crime), sehingga pemberantasannya perlu
dilakukan dengan cara-cara yang luar biasa (extraordinary measure) dan dengan

menggunakan instrumen-instrumen hukum vyang luar biasa pula (extraordinary

2 http://www.antikorupsi.org/id/content/bulletin-mingguan-anti-korupsi-14-18-september-2015

® Andi Hamzah, Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional, PT. Raja
Grafindo Persada, Jakarta, 2006, him 12-18.

* Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999
tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Point a Konsiderans



instrument).® Tindak Pidana Korupsi merupakan suatu bentuk dari tindak pidana khusus,
sehingga pemberantasan tindak pidana korupsi pun diatur secara khusus. Pemberantasan
tindak pidana korupsi diatur secara khusus dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang
Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pasal 1
angka 3 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak
Pidana Korupsi (KPK) berbunyi sebagai berikut:

“Pemberantasan tindak pidana korupsi adalah serangkaian tindakan untuk mencegah dan
memberantas tindak pidana korupsi melalui upaya koordinasi, supervisi, monitor,
penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan, dengan

peran serta masyarakat berdasarkan_perz _perundang-undangan yang berlaku”
L\'}\'ER&ITAS,\_\ ALAS

Upaya penegakan huku 51 salah satunya adalah dengan

AL .
melakukan proses penyelidi embantu proses tersebut selain

peran dari penyidik dan pe lembaga intelijen yang ada di

suatu negara juga sangat dj

.ﬁ-?’-.\ B
A e /)

Intelijen Negara menjadi dasar~

<Uny ._‘g;g;;} SBANCTS

2

yomor 17 Tahun 2011 tentang

— A>T
Indonesia. Yang dimaksud dengan intelijen dijelaskan dalam Pasal 1 ayat (1)
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara berbunyi sebagai
berikut:

“Intelijen adalah pengetahuan, organisasi, dan kegiatan yang terkait dengan
perumusan kebijakan, strategi nasional, dan pengambilan keputusan berdasarkan analisis
dari informasi dan fakta yang terkumpul melalui metode kerja untuk pendeteksian dan
peringatan dini dalam rangka pencegahan, penangkalan, dan penanggulangan setiap
ancaman terhadap keamanan nasional. “

Intelijen dalam proses penegakan hukum di Indonesia terbagi atas dua yaitu Intelijen

yang dimiliki oleh Kepolisian Republik Indonesia dan Intelijen di lingkup Kejaksaan

® Elwi Danil, Op.cit.,hlm 76.



Republik Indonesia. Selain itu ada intelijen yang dimiliki oleh negara yang mempunyai
fungsi khusus dalam pertahanan dan keamanan negara yang dapat digunakan untuk
melaksanakan politik nasional.

Dalam upaya penegakan hukum, Intelijen Kejaksaan merupakan salah satu usaha
yang dilakukan Kejaksaan untuk mengungkap kasus tindak pidana korupsi. Metode atau
cara operasi Intelijen Kejaksaan diharapkan dapat mengurangi terjadinya tindak pidana
korupsi di indonesia. Intelijen Kejaksaan termasuk salah satu bagian yang terdapat di
dalam penyelenggraan intelijen negara. Hal ini terdapat dalam Pasal 9 Undang-Undang

Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara yang berbunyi sebagai berikut :
NIVERSITAS ANDA 4%
as

“Penyelenggara intelije
Badan Intelijen Negara;
Intelijen Tentara Nasior
Intelijen Kepolisian Negdal
Intelijen Kejaksaan Negpl
Intelijen Kementrian / afa

P00 oW

Dalam penegakan hu
O

peranan yang cukup sentra{.

_"'.f.& ‘.

‘\lll\( // g

penuntutan, dalam penanganan perkara?t}no(é%ﬁiaar;; khusus oleh Kejaksaan biasanya
dibagi atas tahap :
1) Penyelidikan
2) Penyidikan
3) Penuntutan®

Dalam tahap penyelidikan tugas ini dilakukan oleh pihak Intelijen yang ada di setiap
tahapan kedudukan kejaksaan. Tahap penyidikan dilakukan oleh seksi pidana khusus

yang diberikan kewenangan dalam penyidikan tindak pidana khusus, sedangkan dalam

® Leden Marpaung, Proses Penanganan Perkara Pidana (Di Kejaksaan &Pengadilan Negeri Upaya Hukum
& Eksekusi), Jakarta, Sinar Grafika, 2011,hlm 19.



tahap penuntutan dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum sebagaimana diatur dalam
peraturan perundang-undangan.

Kerja Intelijen Kejaksaan selama ini nyaris tidak terdengar kontribusinya, ternyata
dibalik itu, kerja intelijen cukup maksimal. Di tingkat nasional, belum lama ini pihak
Intelijen Kejaksaan Agung telah memeriksa tiga telepon selular demi mengungkap
perkara dugaan pemufakatan jahat yang melibatkan Ketua DPR Setya Novanto,
pengusaha minyak Riza Chalid, dan Presiden Direktur PT Freeport Indonesia Maroef

Sjamsoeddin dengan pencatutan nama Presiden dan Wakil Presiden Negara Republik

bermula dari penyelidikan 1 pada tahun 2015 tim Intelijen

Kejaksaan Agung bersama antu oleh tim Kejaksaan Tinggi
Jawa Tengah berhasil men ang (DPO) Kejaksaan Negeri

merupakan mantan kepala unit

Wates bernama Theresia Hefdhini

-----

Di Sumatera Barat, kejaksaan juga Q.en'f:lar melakukan upaya pemberantasan tindak
pidana korupsi. Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat dalam penyidikan telah menangkap
beberapa orang pejabat pemerintahan di wilayah Sumatera Barat contohnya kasus korupsi
yang melibatkan mantan Bupati Solok, Gusmal, mantan Bupati Dharmasraya Marlon
Martua juga mantan Walikota dan Sekda Bukittinggi Djufri dan Chairul. Pihak Intelijen

Kejaksaan Negeri Padang pada tahun 2015 berhasil menyelidiki dan mengungkap kasus

" https://www.intelijen.co.id/ungkap-skandal-freeport-kejaksaan-bongkar-tiga-ponsel/, Diakses tanggal 6
April 2016.

& http://www.surabayapagi.com/index.php?, Diakses tanggal 6 April 2016.

% http://news.detik.com/berita/2913908/jadi-buron-kasus-korupsi-bos-spbu-ditangkap-intel-kejagung,
Diakses tanggal 6 April 2016.



https://www.intelijen.co.id/ungkap-skandal-freeport-kejaksaan-bongkar-tiga-ponsel/
http://www.surabayapagi.com/index.php?,
http://news.detik.com/berita/2913908/jadi-buron-kasus-korupsi-bos-spbu-ditangkap-intel-kejagung,

penyalahgunaan dana pnbp 2012-2014 di IAIN Imam Bonjol Padang serta kasus
penyalahgunaan dana pengadaan alat kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Rasyidin
Padang yang mendapat anggaran sebesar 65 miliar rupiah dari Kementrian Kesehatan
Republik Indonesia pada tahun anggaran 2012 atas nama tersangka dr. Artati Suryani
yang merupakan Direktur Utama Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Rasyidin Padang.'
Intelijen Kejaksaan Negeri Padang juga bekerjasama dengan pihak Kepolisian dan
Kejaksaan Agung Republik Indonesia dalam pencarian buronan Jaksa yaitu Mantan

Direktur Utama PDAM Padang Ir. Azhar Latif yang berstatus sebagai terpidana atas

kasus korupsi dana pengacara PDAM Padang pada 2012 yang dinyatakan buron dan
NIVERSITAS ANDA[ 4%

dimasukkan ke Daftar Penca i 2016.1*
B. Perumusan Masalah

Sehubungan dengan uraja ka rumusan masalah yang akan

1. Bagaimana peran Intelfljg KEJaKRs eger aﬁg dalam penanganan perkara

2. Apa saja hambatan yang dialami o-l.ehnlntelijen Kejaksaan Negeri Padang dalam
penanganan perkara tindak pidana korupsi serta apa saja upaya menanggulangi
hambatan tersebut?

C. Tujuan Penelitian
Berdasarkan judul dan perumusan masalah yang dikemukakan di atas, maka tujuan

penelitian ini adalah sebagai berikut:

10 Wawancara dengan Jaksa Fungsional Bidang Intelijen Kejaksaan Negeri Padang Rikhi B. Maghaz,
Kejaksaan Negeri Padang, 6 April 2016.
1 www.antarasumbar.com, diakses 26 Agustus 2016
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1. Untuk mengetahui bagaimanakah peran Intelijen Kejaksaan dalam penanganan
perkara tindak pidana korupsi.

2. Untuk mengetahui apa saja hambatan yang dialami oleh Intelijen Kejaksaan Negeri
Padang dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi dan apa saja upaya
menanggulangi hambatan tersebut.

D. Manfaat Penelitian
Adapun manfaat penelitian yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai

berikut:

1. Secara teoritis

a. Untuk memperkaya ilm g nuklm pada umumnya maupun di
bidang penanganan dug ‘

b. Untuk menerapkan t{i-teor ari bangku perkuliahan dan
menghubungkan denga

2. Secara praktis

a. Untuk menambah Wawaséﬂ fat \\ ikl éﬁa pembaca maupun masyarakat
luas terkait dengan peran Intelijen ng;lzgaan dalam penanganan perkara tindak
pidana korupsi.

b. Untuk menjadi masukan bagi para pihak terkait untuk mengetahui bagaimana peran

intelijen kejaksaan dalam penanganan dugaan tindak pidana korupsi.



E. Kerangka Teoritis Dan Konseptual
1. Kerangka Teoritis

Kerangka teori adalah kerangka pemikiran atau butir-butri pendapat, teori, thesis
mengenai sesuatu kasus atau permasalahan (problem) yang menjadi bahan perbandingan,
pegangan teoritis.*?
a. Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto, adalah sebagai berikut:
1) Faktor Hukumnya sendiri (Undang-Undang)

2) Faktor Penegak Hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun yang
UNIVERSITAS ANDA 4%

menerapkan hukum
3) Faktor sarana atau fasilif
4) Penegakan hukum.*®

b. Teori Peran

Teori Peran (Role Theak

,\"‘(\ ‘ ,’l/

:‘4// Jl l 2
orientasi, maupun disiplin IlmtlT.IﬂI&Etifl')_‘ erar ﬂ» dan dunia teater. Dalam teater,

T __,.-\

seseorang aktor harus bermain sebagai seorang tokoh tertentu dan dalam posisinya sebagai

tokoh itu ia diharapkan untuk berperilaku secara tertentu, Selain itu peranan atau role

menurut Bruce J. Cohen juga memiliki beberapa bagian, yaitu:

1) Peranan nyata (Anacted Role) adalah suatu cara yang betul-betul dijalankan seseorang
dalam menjalankan suatu peranan.

2) Peranan yang dianjurkan (Prescribed Role) adalah cara yang diharapkan masyarakat

dari kita dalam menjalankan peranan tertentu.

12°M.Solly Lubis, 1994, Filsafat llmu Dan Penelitian, Bandung :CV Mandar Maju,hlm 27.
3 Soerjono Sooekanto, 2014, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum,Jakarta:Rajawali Pers,
him 20.



3) Konflik peranan (Role Conflick) adalah suatu kondisi yang dialami seseorang yang
menduduki suatu status atau lebih yang menuntut harapan dan tujuan peranan dimana
peranan yang dijalani saling bertentangan atau berselisihan satu sama lain.

4) Kesenjangan Peranan (Role Distance) adalah Pelaksanaan Peranan secara emosional.

5) Kegagalan Peran (Role Failure) yaitu kegagalan dalam menjalankan peranan tertentu.

6) Model peranan (Role Model) yaitu orang yang tingkah lakunya kita contoh atau ikuti.

7) Rangkaian peranan (Role Set) adalah hubungan seseorang dengan individu lainnya
pada saat dia sedang menjalankan perannya.

8) Ketegangan peranan (Role Strain) adalah kondisi yang timbul bila seseorang

. . NIVERSITAS ANDA[ 4 . .
mengalami kesulitan da Hemenuni harapar ujuan peranan yang dijalankan

dikarenakan adanya ket i gIbBREBRtangan satu sama lain.
Menurut Soerjono Soek%lto “apali ) clakisanakan hak dan kewajibannya

sesuai dengan kedudukannja aka 1 alarikan shatu peranan”. Pendapat lain

dikemukakan oleh Livinson}.:yi,‘ OErIOP ‘ oekanto yang mengemukakan

1) Peranan meliputi norma — norma yang diungkapkan dengan posisi atau tempat
seseorang dalam masyarakat.

2) Peranan adalah suatu konsep tentang apa yang dilakukan oleh individu dalam
masyarakat sebagai organisasi.

Peranan juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting sebagai struktur

sosial masyarakat.™

2. Kerangka Konseptual

4 http://gilib.unila.ac.id/740/3/BAB%20I1.pdf



a. Peran

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, peran berarti perangkat tingkah yang
diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan dalam masyarakat. Sedangkan
peranan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah tindakan yang dilakukan oleh
seseorang dalam suatu peristiwa.™
b. Intelijen

Pengertian Intelijen terdapat dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17
Tahun 2011 tentang Intelijen Negara. Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun
2011 tentang Intelijen Negara berbunyi sebagai berikut :

TNIVERSITAS ANDAT 15
an

“Intelijen adalah pengetahu isasi,
kebijakan, strategi nasion
informasi dan fakta yang
peringatan dini dalam rangk
ancaman terhadap keamana l

ang terkait dengan perumusan
an berdasarkan analisis dari
‘kerja untuk pendeteksian dan
N, dan penanggulangan setiap

c. Kejaksaan

Kejaksaan Republik Indon

kekuasaan negara secara merdﬁkﬁiel’{ﬁar‘n?
Rare)

r rﬁerintahan yang melaksanakan

R'tugas dan kewenangan di bidang

.:\,,\-5"- i
penuntutan dan melaksanakan tugas dan kewenangan di bidang penyidikan dan

penuntutan perkara tindak pidana korupsi dan pelanggaran HAM berat serta kewenangan
lain berdasarkan undang undang. Meliputi Kejaksaan Agung yang berkedudukan di
ibukota Negara Indonesia, Kejaksaan Tinggi yang berkedudukan di ibukota Provinsi, dan

Kejaksaan Negeri yang berkedudukan di Ibukota Kabupaten/kota.*®

d. Penanganan

15 Kamus Besar Bahasa Indonesia
16 www.kejaksaan.go.id, diakses 6 April 2016




Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia penanganan berarti sesuatu yang berhubungan
dengan tangan sebagai alat untuk melakukan pekerjaan, penanganan mengandung arti
penyelesaian atau serangkaian proses dalam mengerjakan suatu hal.*’

e. Tindak Pidana

Pengertian Tindak Pidana menurut Wirjono Projadikoro, tindak pidana berarti suatu
perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan pidana.*®
f.  Korupsi

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, korupsi ialah perbuatan yang buruk seperti
penggelapan uang, penerimaan uang sogok dan sebagainya. Sedangkan menurut

TNIVERSITAS ANDAT 1%
dit-merupa

Ensiklopedia Americana, kg | yang buruk dengan berbagai

19

macam artinya bervariasi me gsa.

g. Tindak Pidana Korupsi

asal 1 angka 1 Undang-Undang

Pengertian Tindak Pidang

> ""',"n >

NG s Ny | .. .
angka 1 Undang-Undang Nomé];ﬁO—--ngmSﬂ tentang Komisi Pemberantasan Tindak
B ¢ > S

Y |
A
N

Pidana Korupsi berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1 :

“Tindak Pidana Korupsi adalah tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-
Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang
Perubahan atas UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak
Pidana Korupsi.

F. Metode Penulisan

17 Kamus Besar Bahasa Indonesia
8 Mahrus Ali, 2015, Dasar-Dasar Hukum Pidana, Jakarta:Sinar Grafika, him 97.
% Ibid, him.5



Untuk memperoleh data yang maksimal dan menunjukkan hasil yang baik, sehingga
tulisan ini mencapai sasaran dan tujuan sesuai dengan judul yang telah ditetapkan, maka
penulis mengumpulkan dan memperoleh data dengan menggunakan metode penelitian
sebagai berikut :

1. Pendekatan Masalah

Metode pendekatan yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis
sosiologis. Yaitu dengan pendekatan masalah melalui peraturan dan teori yang ada
kemudian dihubungkan dengan praktek di lapangan atau fakta yang terjadi dalam

masyarakat, yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas serta melihat
NIVERSITAS ANDAL A<

norma-norma yang berlaky hgkan dengan kenyataan dan
fakta-fakta yang ditemui di |

2. Sifat Penelitian

Penelitian yang dilakul ’ penelitian yang memberikan

gambaran mengenai bagal_ A Ke ‘ saan Negeri Padang dalam

penanganan perkara tindak plﬂa'ﬁ@ x-8aja hambatan yang dialami dan

oz {&W

bagaimana cara mengaatasi hambatan tersebut.

3. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Data primer, yaitu data yang diperoleh dari lapangan berupa surat-surat yang
berhubungan dengan peran intelijen kejaksaan dalam penanganan dugaan tindak
pidana korupsi.

b. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dengan cara membaca literatur yang

didapat dari buku-buku atau referensi dan studi dokumen melalui penelusuran

% goerjono Soekanto,1984, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta:Ul-Press, him 51.



pustaka (library research) yang dapat mendukung penulisan ini dalam bentuk
laporan. Data sekunder ini terdiri dari:
1) Bahan Hukum Primer
Yaitu bahan dan atau data yang diperoleh berdasarkan ketentuan
perundangan-undangan dan ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan materi
penulisan, antara lain:
a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
b) Kitab Undang - Undang Hukum Pidana.
¢) Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara

NIVERSITASANDAJ £¢
Pidana (KUHAP). UNIY 1LAS

d) Undang - Undang Repu ahln 1999 tentang Pemberantasan

Tindak Pidana Korupsi. |

e) Undang - Undang Republik 1esia aljun 2001 tentang Perubahan atas

f)  Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak

Pidana Korupsi
g) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara
h) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia
2) Bahan Hukum Sekunder
Yaitu memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti  halnya
hasil karya dari kalangan hukum.

3) Bahan Hukum Tersier



Yaitu bahan yang memberikan keterangan dan informasi mengenai bahan hukum

primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus hukum dan kamus besar Bahasa

Indonesia.

4.

Sumber Data

Sumber data yang terdapat dalam penelitian ini diperoleh melalui

Penelitian Kepustakaan (Library Research) yang dilakukan dengan mencari literatur
yang ada. Dapat berupa buku-buku, peraturan perundang-undangan, dan peraturan
lainnya yang terkait. Penelitian kepustakaan ini dilakukan di Perpustakaan Fakultas
Hukum Universitas Andalas, Perpustakaan Pusat Universitas Andalas, serta literatur

NTVERSITAS ANDAT ¢
koleksi pribadi penulis, [0 1LAS

Penelitian Lapangan (F untuk memperoleh data yang

dilakukan dilapangan, Ia‘aukan penelitian di Kejaksaan

Negeri Padang.

Teknik Pengumpulan f\)a =
‘\‘{gjy 7

oW
|

Pada tahap ini penulis mengg

2
" A EDIA

Wawancara

Wawancara yang penulis gunakan ialah wawancara berencana (berpatokan). Dimana

sebelum melakukan wawancara telah dipersiapkan suatu daftar pertanyaan (kuesioner)

yang lengkap dan teratur.?’ Dalam hal ini penulis akan melakukan wawancara di

Kejaksaan Negeri Padang.

b.

Studi Dokumen

Studi dokumen merupakan teknik pengumpulan data yang tidak langsung ditujukan

kepada subjek penelitian.

2! Burhan Ashshofa, 2013, Metode Penelitian Hukum, Jakarta:PT.Rineka Cipta, him 96.



6. Pengolahan dan Analisis Data

Setelah memperoleh data-data terkait, maka langkah selanjutnya yang akan
dilakukan adalah:
a. Pengolahan Data

Pengolahan data yang penulis gunakan adalah Editing Yaitu pengeditan keseluruhan
data yang telah terkumpul dan kemudian disaring menjadi suatu kumpulan data yang
sesuai dengan rumusan masalah yang sedang diteliti dan dapat dijadikan suatu acuan
akurat dalam penarikan kesimpulan nantinya.

b. Analisis Data

Data yang telah disajlk litatif, yaitu dengan menilai

berdasarkan peraturan perupida Ika untuk menarik kesimpulan

dengan cepat.




A

1.

BAB II
TINJAUAN PUSTAKA
Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana
Istilah dan Pengertian Tindak Pidana

Istilah tindak pidana adalah sebagai terjemahan dari “stratbaarfeit” dalam bahasa

Belanda. Selain dari istilah tindak pidana masih ada istilah-istilah lain sebagai terjemahan

dari “stratbaarfeit” yang digunakan antara lain:

a.

b.

antara para ahli antara lain :

a)

b)

d)

Peristiwa pidana

Perbuatan pidana

NIVERSITAS ANDAT 1%
Pelanggaran pidana N LS

Perbuatan yang dapat di

Dalam memberikan afbaarfeit) terdapat perbedaan

Simons : Peristiwa Plddha iaReperRUAIan=,
kesalahan seseorang yan‘;r%a‘%/c OISR
Vos : Memberikan definisi yang sindkét dari Straafbarfeit adalah kelakukan atau
tingkah laku manusia yang oleh peraturan perundang-undangan diberikan pidana.
Moeljanto : Perbuatan Pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan
hukum larangan mana disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu, bagi
barang siapa yang melanggar larangan tersebut.

Wirjono Projadikoro : Tindak Pidana berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat

dikenakan pidana.?®

22 Sarmida, Aria Zurnetti, Nilma Suryani,2002, Diktat Hukum Pidana, Padang: Fakultas Hukum Universitas
Andalas,him 34.



Unsur-unsur Tindak Pidana
Unsur unsur Tindak Pidana dikenal dengan 2 aliran :
Aliran Monoistis

Menurut aliran monoistis semua syarat untuk menjatuhkan pidana sebagai unsur

tindak pidana. Aliran ini tidak memisahkan unsur yang melekat pada perbuatannya

(Criminal Act) tindak pidana dengan unsur yang melekat pada aliran tindak pidana atau

Criminal Responsibility atau Criminal Liability sama dengan pertanggung jawaban dalam

hukum pidana. Simons mengemukakan unsur tindak pidana sebagai berikut :

1)
2)
3)
4)

5)

1)

2)

Pebuatan Manusia (berbuat atau tidak berbuat atau membiarkan)

i : RSITAS ANDAL 4
Diancam dengan pidana| asteld AS

Melawan hukum (onreche

Dilakukan dengan kesalgk d in verband staand)

grjingsvatoaar person)

Unsur Objektif

a) Perbuatan Manusia

b) Diancam dengan pidana

c) Akibat yang kelihatan dari perbuatan itu kemungkinan adanya keadaan tertentu
yang menyertainya.

Unsur Subjektif

a) Orang yang mampu bertanggung jawab

b) Dengan adanya kesalahan®*

2 1bid, him 35.
24 1bid,hIm 37.



b. Aliran Dualistis

Dalam aliran ini yang dapat ditindak pidana adalah orang yang cakap hukum. Aliran
Dualistis memisahkan Criminal Act dengan Criminal Responsibility atau Criminal
Liability. Aliran Dualistis dianut W.P.J.Pompe, beliau berpendapat bahwa strafbaar feit
adalah feit yang diancam pidana dalam ketentuan Undang-Undang dengan unsur-unsur
tindak pidana sebagai berikut :
1. Perbuatan.
2. Diancam dalam ketentuan Undang-Undang.?
Ahli yang tidak sependapat dengan aliran monoistis dan dualistis yaitu

: : NIVERSITAS ANDA 4 _ N
Hazewinkel-suringa yang meRfgeraetkakan unsur=unse ak pidana sebagai berikut:

a) Unsur tingkah laku manysi
Unsur ini dalam Undan jan menggunakan kata Kkerja.

panusia yang dirumuskan dalam

Misalnya “mengambil” mert

b) Unsur Melawan Hukum <

Menurut HazewinkeI-Surlnga, apablla sifat melawan hukum itu dirumuskan
secara tegas dalam undang-undang merupakan unsur mutlak tindak pidana. Apabila sifat
melawan hukum itu tidak dirumuskan dalam undang-undang merupakan ciri tindak
pidana.

c) Unsur kesalahan : Unsur ini harus diartikan sebagai adanya bentuk-bentuk kesalahan,
yaitu kesengajaan atau kelalaian dari si pelaku.?

3. Jenis-Jenis Tindak Pidana

%5 1bid.hIm 38.
6 1bid,hIm 43.



Tindak pidana dapat dibedakan menjadi beberapa jenis yaitu :
a. Kejahatan dan Pelanggaran

Kejahatan (rechtdelicten) adalah perbuatan yang bertentangan dengan keadilan,
terlepas apakah perbuatan itu diancam pidana dalam suatu undang-undang atau tidak. Jadi
yang merasakan itu adalah tindak pidana atau bukan adalah masyarakat. Sedangkan
Pelanggaran (wetsdelict) ialah perbuatan yang oleh umum baru disadari sebagai suatu
tindak pidana, setelah perbuatan tersebut dirumuskan oleh undang-undang sebagai tindak
pidana.
b. Tindak Pidana Formil dan Tindak Pidana Materiil.

. . . UNIVERSITAS ANDA[ ¢
Tindak pidana formil g - musann beratkan pada perbuatan yang

dilarang, bukan pada akib : ophnya penghasutan (Pasal 160

KUHP) dan penghinaan (Pgs: } idbna materil yaitu tindak pidana

yang perumusannya menitik lari perbuatan itu, contohnya

pembunuhan (Pasal 338 KU
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c. Delik Omissionis dan DeHkiEpm LSSSG
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Delik omissionis yaitu terjadinya del-i.k dengan tidak melakukan perbuatan, padahal
seharusnya melakukan perbuatan, misalnya mengetahui adanya permufakatan jahat tetapi
tidak melaporkannya. Delik commissionis yaitu terjadinya delik dengan melakukan

perbuatan yang dilarang oleh suatu peraturan hukum pidana.

d. Tindak Pidana Sengaja dan Tindak Pidana Kelalaian
Tindak pidana sengaja atau doleus delicten adalah tindak pidana yang dalam

rumusannnya dilakukan dengan kesengajaan atau mengandung unsur kesengajaan.



Tindak Pidana kelalaian atau colpuse delicten adalah tindak pidana yang mengandung
unsur kealpaan atau ketidak sengajaan si pelaku saat melakukan perbuatan tersebut.
d. Tindak Pidana Aduan dan Tindak Pidana bukan Aduan

Tindak pidana aduan atau yang lebih dikenal masyarakat dengan delik aduan adalah
tindak pidana yang untuk dapat diadakan penuntutan terhadap peritiwa tersebut
disyaratkan adanya pengaduan dari pihak yang berhak, dalam hal ini bisa oleh korban
maupun orang yang mempunyai hubungan tertentu dengan peristiwa tersebut, misalnya
keluarga atau orang yang diberi kuasa khusus untuk melakukan pengaduan oleh pihak

yang berhak tersebut. Tindak pidana bukan aduan adalah tindak pidana yang untuk
NIVERSITAS ANDAL 1<

dilakukan penuntutan pidan Jisyaratkan adanya pengaduan
dari orang yang berhak.

e. Tindak Pidana Sederhan Tindak Pidana Ringan

Tindak Pidana Sederhpa ebagai tindak pidana standar.
gfia-Standar harus dimiliki pula oleh

gar:-Findak Pidana diperberat adalah

S— AN —

tindak pidana disamping memenuhi unsur unsur tindak pidana sederhana ditambah

unsur-unsur lain sehingga sifatnya menjadi lebih berat. Tindak Pidana Ringan adalah
tindak pidana yang disamping harus memenuhi unsur-unsur yang disebut dalam tindak
pidana sederhana harus ditambah unsur lain sehingga sifatnya menjadi lebih ringan.
Misalnya pencurian dirumuskan dalam pasal 364 KUHP.

f. Tindak Pidana Umum dan Tindak Pidana Khusus



Tindak pidana umum adalah tindak pidana yang perumusannya diatur dalam Kitab
Undang-undang Hukum Pidana. Tindak pidana khusus adalah tindak pidana yang diatur
khusus dalam Undang-undang lain, misalnya tindak pidana korupsi.

g. Delik Tunggal dan Delik Bergannda

Delik tunggal adalah delik yang cukup dilakukan dengan perbuatan satu Kali,
sehingga untuk dipandang selesai dan dapat dipidananya pelaku hanya perlu dilakukan
sekali saja. Pada delik berganda selesainya perbuatan dan dapat dipidananya pelaku harus
menunggu perbuatan tersebut dilakukan secara berulang-ulang. Misalnya pada Pasal 296

KUHP tentang kesengajaan seseorang untuk memudahkan perbuatan cabul oleh orang

lain, kemudian menjadikann asaan.

h. Tindak Pidana Terjadi § ang Berlangsung Terus.

Tindak pidana yang terw etika atau waktu singkat saja Dapat

dicontohkan dalam perbuatal ~ 2 korban telah meninggal maka tindak

S ‘nya ada tindak pidana yang
MESEhefiknya ada tindak pid

e JQN/. ,-(’:’

},-_Imﬂak pidana itu berlangsung lama,

yakni setelah perbuatan itu dilakukan tiri('iai; pidananya masih berlangsung terus dalam
waktu yang lama.?’
B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Korupsi
1. Pengertian Korupsi Dan Tindak Pidana Korupsi

Dalam Ensiklopedia Indonesia disebut korupsi (dari bahasa Latin: corruption adalah
penyuapan, corruptore adalah merusak) gejala dimana para pejabat, badan-badan negara
menyalahgunakan wewenang dengan terjadinya penyuapan, pemalsuan serta

ketidakberesan lainnya. Adapun arti harfiah dari korupsi berupa:

2" 1bid,hIm.49



a. Kejahatan, kebusukan, dapat disuap, tidak bermoral, kebejatan, dan ketidakjujuran.

b. Perbuatan yang buruk seperti penggelapan uang, penerimaan uang sogok, dan
sebagainya. Korup (busuk, suka menerima uang suap uang/sogok, memakai
kekuasaan untuk kepentingan sendiri dan sebagainya).

c. Korupsi (perbuatan busuk seperti penggelapan uang, penerimaan uang sogok, dan
sebagainya).

d. Koruptor, orang yang melakukan korupsi?®
A.S. Hornby dan kawan-kawan, mengartikan istilah korupsi sebagai suatu pemberian

atau penawaran dan penerimaan hadiah berupa suap(the offering and accepting of bribes),

serta kebusukan atau keb menurut david M. Chalmer

menguraikan pengertian kor antara lain menyangkut masalah

penyuapan yang berhubung ng ekonomi, dan menyangkut

bidang kepentingan umum.

Keanekaragaman peng'ér, T a
x// =
mengakibatkan timbulnya keswhm

=) \\-
apa yang dimaksud dengan korupsi sebagal suatu konsep. Dengan perkataan lain,

keanekaragaman pengertian istilah korupsi dapat menimbulkan kesulitan dalam menarik
suatu batasan yang serba mencakup tentang makna korupsi. Menurut Robert Klitgaard
bahwa:

“Korupsi dapat menyangkut penyalahgunaan instrument-instrumen kebijakan seperti
soal tarif, pajak, kredit, sistem irigasi, kebijakan perumahan, penegakkan hukum,

peraturan menyangkut keamanan umum, pelaksanaan kontrak, pengambilan pinjaman,

8 Evi Hartanti, 2009, Tindak Pidana Korupsi, Jakarta:Sinar Grafika, him 8.
2 Elwi Danil, ibid, him 4.



dan sebagainya. Di sampan itu, ditegaskan pula bahwa korupsi itu dapat terjadi tidak saja
di sektor pemerintahan, tapi juga di sektor swasta, bahkan sering terjadi sekaligus di
kedua sektor tersebut.”*°

Berdasarkan penjelasan di atas mengenai korupsi maka Penulis dapat menyimpulkan
bahwa tindak pidana korupsi adalah perbuatan yang dilakukan seseorang yang
dikategorikan melawan hukum, melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri,
menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan

kewenangan maupun kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau

kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Tindak

pidana korupsi merupakan pgrotiata dHakKulian seseorang baik dengan cara

penggelapan atau pun peny clawa kum yang dapat merugikan

‘ z\‘w Y
angka 1 Undang-Undang Nomﬁ'rﬁo -tentang Komisi Pemberantasan Tindak
) A e

Pidana Korupsi berbunyi sebagai berikut :

“Tindak Pidana Korupsi adalah tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam
Undang- Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang
Perubahan atas UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak
«31

Pidana Korupsi.
2. Ciri-Ciri Tindak Pidana Korupsi

Syed Hussein mengungkapkan beberapa ciri dari korupsi, yaitu:

a. Korupsi senantiasa melibatkan lebih dari satu orang.

30 H
Ibid him 4-5.
%1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.



Korupsi pada umumnya melibatkan keserbarahasiaan, kecuali ia telah begitu
merajalela, dan begitu mendalam berurat berakar, sehingga individu-individu yang
berkuasa, atau mereka yang berada dalam lingkungannya tidak tergoda untuk
menyembunyikan perbuatan mereka.

Korupsi melibatkan elemen kewajiban dan keuntungan timbal balik.

Mereka yang mempraktikkan cara-cara Kkorupsi biasanya berusaha untuk
menyelubungi perbuatannya dengan berlindung di balik pembenaran hukum.

Mereka yang terlibat korupsi adalah mereka yang menginginkan

keputusan-keputusan yang tegas, dan mereka yang mampu untuk memengaruhi
UNIVERSITAS ANDA 4%

keputusan-keputusan itul.
Setiap tindakan korupsi

Setiap bentuk korupsi ada atl pe : ercayaan.

Setiap bentuk korupsi anpg kontadiktif danmereka yang

Suatu perbuatan korupsiéi,._ | '.-_-ﬂﬂ‘ima» tugas dan pertanggungjwaban

dalam tatanan masyarakat.*?

Peraturan Mengenai Tindak Pidana Korupsi
Korupsi diatur dalam perundang-undangan dan beberapa peraturan lainnya yaitu :
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana

Korupsi.

%2 1bid him 7-8.



Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang
Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang
Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan tindak
Pidana Korupsi.

Undang-Undang Nomor 8 tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang.
Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.

Ketentuan-ketentuan tentang tindak pidana korupsi dalam KUHP ditemui
NIVERSITASANDAL A¢

pengaturannya di bebef hitu: - Bab VIII menyangkut

kejahatan terhadap peng A 1209 dan Pasal 210 KUHP -Bab

XXI tentang perbuatan l dan Pasal 388 KUHP. -Bab

XXVIII tentang kejahat o Plasal 416, Pasal 417, Pasal 418,

;_\w e
Undang-Undang No. 7 Taﬁqﬁz/,% ) L}Zgnmsahan United Nations Convension
Against Corruption , 2003
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.71 Tahun 2000 Tentang Tata Cara
Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan Dalam Pencegahan

dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

peraturan terkait lainnya.

. Tinjauan Umum Tentang Intelijen

Pengertian Intelijen



Intelijen berasal dari Bahasa Inggris, yaitu intelligent dan inteligance. Dalam Kamus
Bahasa Inggris Indonesia Intelligent berarti cerdas, sedangkan intelligence berarti
kecerdasan, kabar, berita.*®* Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia pengertian “Intelijen
adalah orang yang bertugas mencari keterangan (mengamati-amat) seseorang, atau dinas
rahasia”.** Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen
Negara bahwa:

“Intelijen adalah pengetahuan, organisasi, dan kegiatan yang terkait dengan perumusan
kebijakan, strategi nasional, dari pengambilan keputusan berdasarkan analisis dari
informasi dan fakta yang terkumpul melalui metode kerja untuk pendeteksian dan

peringatan dini dalam rangka pencegahan, penangkalan, dan penanggulangan setiap
ancaman terhadap keamanan nasional.”

_ —TNIVERSITAS ANDAT (5
Secara universal pengert etjen meliputr:—

a. pengetahuan, yaitu inform | bahan perumusan kebijakan dan
pengambilan keputusan;

i wadah yang diberi tugas dan

b. organisasi, yaitu suatu bag
kewenangan untuk menyelel

c. aktivitas, yaitu semua usaha h‘?ﬁ?&@ﬁmy \ ‘tindakan penyelenggaraan fungsi
B \'(—:{:__/‘\

penyelidikan, pengamanan, dan penggalangan.®
2. Asas Penyelenggaraan Intelijen
Asas Penyelenggaraan Intelijen Terdap dalam Pasal 2 Undang-Undang No. 17 Tahun
2011 Tentang Intelijen Negara :
Asas penyelenggaraan Intelijen meliputi:
a. profesionalitas;

b. kerahasiaan;

¥ \W.J.S Poerwadaminta, 2007, Kamus Bahasa Inggris Indonesia, Bandung:Hasta, him 88.
% Kamus Besar Bahasa Indonesia
% penjelasan Umum Undang-Undang No. 17 Tahun 2011 Tentang Intelijen Negara



c. kompartementasi;

d. koordinasi;

e. integritas;

f. netralitas;

g. akuntabilitas; dan

h. objektivitas.
3. Peran, Tujuan, Fungsi dan Ruang Lingkup Intelijen
a) Peran Intelijen

Sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 4 Undang-Undang No. 17 Tahun 2011 Tentang
UNIVERSITAS ANDA[ 4§

Intelijen Negara:

kegiatan dan tindakan untuk
ehcegahan, penangkalan, dan
ungkin timbul dan mengancam

“Intelijen Negara berperan
deteksi dini dan peringatar
penanggulangan terhadap seti
kepentingan dan keamanan na

b) Tujuan Intelijen

zzf\%‘-;{_
“Tujuan Intelijen Negara adalah mefa@éﬁz\mengldenty‘“ kasi, menilai, menganalisis,
menafsirkan, dan menyajikan Intelijen dalam rangka memberikan peringatan dini untuk
mengantisipasi berbagai kemungkinan bentuk dan sifat ancaman yang potensial dan nyata
terhadap keselamatan dan eksistensi bangsa dan negara serta peluang yang ada bagi
kepentingan dan keamanan nasional”.

c) Fungsi Inteliijen

Fungsi Intelijen Terdapat dalam Pasal 6 Undang-Undang No. 17 Tahun 2011 Tentang
Intelijen Negara :
Pasal 6 :

(1) Intelijen Negara menyelenggarakan fungsi penyelidikan, pengamanan, dan
penggalangan.



)

3)

(4)

Penyelidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)terdiri atas serangkaian upaya
pekerjaan, kegiatan, dan tindakan yang dilakukan secara terencana dan terarah untuk
mencari, menemukan, mengumpulkan, dan mengolah informasi menjadi Intelijen,
serta menyajikannya sebagai bahan masukan untuk perumusan kebijakan dan
pengambilan keputusan.

Pengamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas serangkaian kegiatan
yang dilakukan secara terencana dan terarah untuk mencegah dan/atau melawan
upaya, pekerjaan, kegiatan Intelijen, dan/atau Pihak Lawan yang merugikan
kepentingan dan keamanan nasional.

Penggalangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas serangkaian upaya,
pekerjaan, kegiatan, dan tindakan yang dilakukan secara terencana dan terarah untuk
memengaruhi Sasaran agar menguntungkan kepentingan dan keamanan nasional.

d)Ruang Lingkup Intelijen

lingkup Intelijen Negara

a. Intelijen dalam negeri d
b. Intelijen pertahanan dan
c. Intelijen kepolisian;

d. Intelijen penegakan hukum:;
e. Intelijen kementerian/lem

Pasal 7 Undang-undang No. 17 Tahun 2011 Tentang Intelijen Negara “Ruang

erian.”

Tinjauan Umum Tenta /Kejaksaan

Pengertian Kejaksaan BRSO )=

Kejaksaan Republik Indonesia adalah lembaga pemerintahan yang melaksanakan

kekuasaan negara secara merdeka terutama pelaksanaan tugas dan kewenangan di bidang

penuntutan dan melaksanakan tugas dan kewenangan di bidang penyidikan dan

penuntutan perkara tindak pidana korupsi dan pelanggaran HAM berat serta kewenangan

lain berdasarkan undang- undang.*

Pengertian Kejaksaan terdapat dalam Pasal 2 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 16

Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia yang menjelaskan bahwa Kejaksaan

% www.kejaksaan.go.id, diakses 6 April 2016




Republik Indonesia adalah lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara di

bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang.

Sedangkan dari rumusan pasal tersebut, Ladeng Marpaung menyimpulkan bahwa

Kejaksaan adalah :

1)

2)

Kejaksaan Republik Indong
wewenang oleh undang-ur
pelaksana putusan pengadilgn

lain berdasarkan undang-undas

1)

2)

Lembaga pemerintah. Dengan demikian, Kejaksaan termasuk eksekutif, bukan
legislatif, dan bukan yudikatif.

Melaksanakan kekuasaan negara; dengan demikian maka Kejaksaan merupakan
aparat negara.”’

Berdasarkan Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang

UNIVERSITAS ANDA[ (¢ . . o
a JaksaTada Ejabat fungsional yang diberi

| Bebagai penuntut umum dan

kuatan hukum serta wewenang

Jaksa adalah pejabat yang diberi Wev;fer{éng oleh undang-undang ini untuk bertindak
sebagai penuntut umum serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah
memperoleh kekuatan hukum tetap.

Penuntut umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk
melakukan penuntutan dan melaksanakan putusan hakim.

Kejaksaan memiliki kedudukan sebagai lembaga pemerintahan yang melaksanakan

kekuasaan secara merdeka dan menganut asas bahwa Kejaksaan adalah satu tidak

%7 Ladeng Marpaung, ibid, him 191-192.



terpisahkan.*® Kedudukan atau wilayah kerja Kejaksaan dijelaskan Dalam Pasal 4

Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia Pelaksanaan

kekuasaan negara yang diselenggarakan oleh Kejaksaan kedudukannya meliputi :

1)

2)

3)

Kejaksaan Agung, berkedudukan di ibukota negara Indonesia dan daerah hukumnya
meliputi wilayah kekuasaan negara Indonesia. Kejaksaan Agung dipimpin oleh Jaksa
Agung yang merupakan pejabat negara, pimpinan dan penanggung jawab tertinggi
kejaksaan yang memimpin, mengendalikan pelaksanaan tugas, dan wewenang
Kejaksaan Republik Indonesia.

Kejaksaan Tinggi, berkedudukan di ibukota provinsi dan daerah hukumnya meliputi
‘\l\ERSlT“ ANDALAS

wilayah provinsi. Kejak orang kepala kejaksaan tinggi

yang merupakan pimp v b kejaksaan yang memimpin,

mengendalikan pelaksan l I daerah hukumnya.

Kejaksaan Negeri, berk ( Kap di a_Kabupaten/kota dan daerah hukumnya

kejaksaan negeri yangmem}paka

—

J \\.\'\\rfJ
J:ﬁ'tswp m@;ﬁ“p‘enanggung jawab kejaksaan yang
T AG>S
memimpin, mengendalikan pelaksanaan tugas, dan wewenang kejaksaan di daerah

hukumnya.

b. Pengertian Intelijen Kejaksaan

% Marwan Effendy, 2005, Kejaksaan RI:Posisi dan Fungsinya dari Perspektif Hukum, Jakarta:Gramedia
Pustaka Utama,hlm 120.



2.

Intelijen Kejaksaan adalah satuan unit kerja di lingkungan kejaksaan republik yang

melaksanakan kegiatan dan operasi intelijen dari aspek penegakan hukum, serta

kegiatan di bidang penerangan dan penyuluhan hukum.*

Tugas dan Wewenang Kejaksaan

Berdasarkan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan

Republik Indonesia bahwa tugas dan wewenang Kejaksaan, yaitu:

a.

1)

2)

3)

4)

5)

Di bidang pidana
Kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang:

Melakukan penuntutan.

NIVERSITAS ANDA] 4 :
Melaksanakan penetapa n pu . dilan yang telah memperoleh

kekuatan hukum tetap.

T .
Melakukan pengawasar Isan pidana bersyarat, putusan

pidana pengawasan, dan

Melakukan penyidikan t}\er g

|

.(L(_/ s Y

(L PPN )
Melengkapi berkas perka'r___..g’ttéhiu? ﬁ?’a@t@g{ﬂ{u&dapat melakukan pemeriksaaan
B ¢) (SN

tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya

dikoordinasikan dengan penyidik.

Dalam bidang perdata dan tata usaha negara

Kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak baik di dalam maupun di luar

pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah.

C.

Dalam bidang ketertiban dan ketenteraman umum

% peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: PER-037/A/J.A/09/2011 Tentang Standar Operasional
Prosedur Intelijen Kejaksaan Republik Indonesia.



1)
2)

3)

Kejaksaan turut menyelenggarakan kegiatan :

Peningkatan kesadaran hukum masyarakat.
Pengamanan kebijakan penegakkan hukum.

Pengawasan peredaran barang cetakan.

4) Pengawasan aliran kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan negara.

5) Pencegahan penyalahgunaan dan atau penodaan agama.

6) Penelitian dan pengembangan hukum serta statistic kriminal.

Disamping itu, kejaksaan juga memiliki tugas-tugas lain seperti di atur dalam Pasal

31, Pasal 32, Pasal 33, dan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 yaitu :

- Pasal 31 : “Kejaksaan d () EI[}S;T“G})\an[ A‘ untuk menempatkan seorang
terdakwa di ru nijiwa atau tempat lain yang layak
karena yang b r§angku iri sendiri atau disebabkan oleh
hal-hal yang lain, lingkungan atau dirinya
sendiri B — 23

D e, . -

- Pasal 32 : Di samping tug%.dg mswgi\aﬁ\gy ut dalam undang-undang ini,
Kejaksaan dapat diserahi tugas dan wewenang lain berdasarkan
undang-undang ini.

- Pasal 33 : Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, Kejaksaan membina
hubungan kerja sama dengan badan penegak hukum dan keadilan serta badan
negara atau instansi lainnya.

- Pasal 34 : Kejaksaan dapat memberikan pertimbangan dalam bidang hukum kepada

instansi pemerintah lainnya.



Secara khusus Pasal 35 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan
Republik Indonesia, memuat tugas dan wewenang Jaksa Agung selain dari memimpin
lembaga kejaksaan, yaitu:

Pasal 35 :

a. Menetapkan serta mengendalikan kebijakan penegak hukum dan keadilan dalam
ruang lingkup tugas dan wewenang kejaksaan;

b. Mengefektifkan proses penegakan hukum yang diberikan oleh undang-undang;

c. Mengesampingkan perkara demi kepentingan umum;

d. Mengajukan kasasi dem kepentingan hukum kepada Mahkamah Agung dalam perkara
NIVERSITAS ANDA 4%

pidana, perdata, dan tatg
e. Dapat mengajukan perti ada Mahkamah Agung dalam

pemeriksaan kasasi perkal

f.  Mencegah atau menangk 3 L atauKeluar wilayah Negara Kesatuan

“’*Z/f (\x-x
3. Kewenangan Jaksa dalam Penyldlkan Tindak Pidana Tertentu

Sebagaimana telah dijelaskan bahwa wewenang Jaksa adalah bertindak sebagai
Penuntut Umum dan sebagai eksekutor. Namun Berdasarkan Pasal 30 Undang-Undang
Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia bahwa Kejaksaaan
berwenang untuk melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan
undang-undang. Kewenangan Kejaksaan ini contohnya kewenangan yang diberikan oleh
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 dan



Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana
Korupsi.

Misalnya dalam Pasal 26 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun
2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Kejaksaan diberi wewenang sebagai penyidik
dalam kasus tindak pidana korupsi yang menegaskan bahwa: “Penyidikan, penuntutan,
dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tindak pidana korupsi, dilakukan

berdasarkan hukum acara pidana yang berlaku, kecuali ditentukan dalam undang-undang
UNIVERSITAS ANDA 4%

2

ini.

4. Tugas dan Fungsi Inteli

Intelijen Kejaksaan rl Al , yelenggara Intelijen Negara

berdasarkan Pasal 9 Undangsz ' p011 tentang Intelijen Negara.

Intelijen Kejaksaan adalah §§t i

%&dﬁmspek penegakkan hukum, serta
A 1\_-/ Pl

kegiatan di bidang penerangan dan penyul-l.Jhén hukum.

(2
yang melaksanakan kegiatan <d\a1'r,\_ )

Adapun dasar hukum pelaksanaan tugas intelijen kejaksaan:

a. Pasal 30 ayat (3) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan
Republik Indonesia.

b. Pasal 13 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara.

c. Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor Per-009/A/JA/01/2011

sebagaimana yang telah diubah di dalam Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia



Nomor Per-006/A/JA/03/2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan
Republik Indonesia.
Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor Per-037/A/JA/09/2011 tanggal 23
September 2011 tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Intelijen Kejaksaan
Republik Indonesia.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 dan Peraturan Jaksa Agung

Republik Indonesia Nomor Per-009/A/JA/01/2011 tanggal 24 Januari 2011 tentang

Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia disebutkan tugas pokok dan

fungsi intelijen kejaksaan berdasarkan Pasal 622 ayat (1) adalah unsur pembantu

pimpinan mempunyai tugas

a.

NIVERSITAS ANDAT 45
ang :

Melakukan kegiatan in hanan dan penggalangan untuk

melakukan pencegahan ida ndbkung penegakan hukum baik

tik, ekonomi, keuangan, sosial

_‘a{gan cegah tangkal terhadap
\ .\!{: R : —\__ ‘3J:K._\w/;}';(‘f .

orang-orang tertentu danlsﬁ__at{ = ;ﬁ?ﬁ&gﬁg&akan ketertiban dan ketentraman
TSNS

umum dan penanggulangan tindak pidana serta perdata dan tata usaha negara di
daerah hukumnya.

Memberikan dukungan intelijen Kejaksaan bagi keberhasilan tugas dan kewenangan
Kejaksaan, melakukan kerjasama dan koordinasi serta pemantapan kesadaran hukum

masyarakat di daerah hukumnya.

Berdasarkan Pasal 623, dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 622 ayat (1), ayat (2) seksi Intelijen menyelenggarakan fungsi :



a.

Perumusan kebijakan teknis kegiatan dan operasi intelijen Kejaksaan berupa
pemberian bimbingan dan pembinaan dalam bidang tugasnya;

Melakukan koordinasi, perencanaan dan penyusunan kebijakan pada seksi intelijen
dengan didasarkan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan dengan seksi terkait;
Perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian teknis kegiatan dan operasi intelijen
Kejaksaan berupa penyelidikan, pengamanan dan penggalangan untuk mendukung
kebijakan penegakan hukum baik preventif maupun represif mengenai upaya
penyelamatan pemulihan keuangan negara yang meliputi sektor keuangan dan

kekayaan negara, pengadaan barang/jasa pemerintah, pelayanan publik dan

sektorlainnya, pemberia Perdata dan Tata Usaha Negara

guna penyelamatan dan ) [penegakan wibawa pemerintah

dan negara serta pemb ida masyarakat yang meliputi

penegakkan hukum, bantua hukum dan tindakan hukum lain

18 adan negara, lembaga/instansi
'!"" oI {Y‘/-«'
f A

pemerintah pusat dan daera?r—ﬁ mgs'a(ﬁa\@)]ikﬂegaramaerah
>

Perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian teknis kegiatan dan operasi intelijen

kepada negara atau pel ‘_

Kejaksaan berupa penyelidikan, pengamanan dan penggalangan untuk mendukung
kebijakan penegakan hukum baik preventif maupun represif mengenai pemberian
dukungan terhadap proses pelaksanaan penanganan perkara, pengawasan
pelaksanaan putusan pidana bersyarat, pidana pengawasan, pengawasan pelaksanaan
keputusan lepas bersyarat dan tindakan hukum lain dalam tindak pidana umum dan

tindak pidana khusus;



e.

Pelaksanaan supervisi serta pemberian dukungan terhadap lembaga negara, lembaga
pemerintah dan non pemerintah serta lembaga lainnya dalam rangka pelaksanaan
sistem pengawasan dan pengendalian internal/eksternal dalam upaya pencegahan dan
penanggulangan tindak pidana;

Mendukung pelaksanaan program pencegahan dan penanggulangan tindak pidana,
maupun dalam rangka reformasi sistem peradilan, melalui kerjasama dan koordinasi
dengan instansi penegak hukum baik di dalam maupun luar negeri, sosialisasi
pencegahan dan penanggulangan tindak pidana kepada pejabat negara,

penyelenggara negara, organisasi non pemerintah serta elemen masyarakat lainnya;

Perencanaan, pelaksana kegiatan dan operasi intelijen

Kejaksaan berupa peny )gnggalangan untuk mendukung

kebijakan penegakan h k represif mengenai pemberian

dukungan berkaitan derga ang diatur di dalam dan di luar

: ,/gtugas bidang pembinaan dan
Perencanaan, pelaksanaan dan pengéna.élian teknis kegiatan dan operasi intelijen
Kejaksaan berupa penyelidikan, pengamanan dan penggalangan untuk mendukung
kebijakan penegakan hukum baik preventif maupun represif mengenai cegah tangkal,
pengawasan media massa, barang cetakan, orang asing, pengawasan aliran
kepercayaan masyarakat dan keagamaan meliputi aliran-aliran keagamaan,
kepercayaan-kepercayaan budaya, mistik-mistik keagamaan, mistik-mistik budaya,
perdukunan, pengobatan pertabiban secara kebatinan, peramalan paranormal,

akupuntur, shin-she, metafisika dan lain-lain yang dapat membahayakan masyarakat



dan negara, pencegahan dan penyalahgunaan dan/atau penodaan agama, ideologi,
politik, sosial, budaya dan pertahanan dan keamanan, persatuan dan kesatuan bangsa,
pelanggaran hak asasi manusia, pencarian dan penangkapan buron Kejaksaan;

Perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian teknis kegiatan dan operasi intelijen
Kejaksaan berupa penyelidikan, pengamanan dan penggalangan untuk mendukung
kebijakan penegakan hukum baik preventif maupun represif dalam rangka
menyelenggarakan  persandian  meliputi  penyelenggaraan  telekomunikasi,
pengamanan data dan informasi, kontrapenginderaan, pemantauan, penginderaan,
pengolahan dan analisa data, pengelolaan operasional Bank Data Intelijen,

. NIVERSITASANDAT 4G L
pembinaan sumberdaya intelijen han administrasi intelijen serta

penyediaan produksi int

Perencanaan, pelaksanaa is kegiatan penerangan dan

)| masyarakat, hubungan media

penyuluhan hukum, peni

massa, hubungan kerjasa
. J

e
pemerintah, pengelolaan\Rgs_.

et AyananHpkom dan Penerimaan  Pengaduan

v
A

Masyarakat, pengelolaan informasi dan dokumentasi untuk mewujudkan pelayanan
yang cepat, tepat dan sederhana sesuai petunjuk teknis standar layanan informasi
publik secara nasional dalam rangka mendukung keberhasilan tugas, wewenang dan
fungsi serta pelaksanaan kegiatan Kejaksaan;

Pengamanan teknis di lingkungan unit kerja Seksi Intelijen dan pemberian dukungan
pengamanan teknis dan non teknis terhadap pelaksanaan tugas pada unit kerja

lainnya di lingkungan Kejaksaan Negeri, meliputi sumber daya manusia,



material/aset, data dan informasi/dokumen melalui kegiatan/operasi intelijen dengan
memperhatikan prinsip koordinasi;

Pembinaan dan pelaksanaan kerjasama dengan kementerian, lembaga pemerintahan
non kementerian, lembaga negara, instansi dan organisasi lain terutama
pengkoordinasian dengan aparat intelijen lainnya di tingkatKabupaten/kota;
Pemberian saran pertimbangan kepada Kepala Kejaksaan Negeri dan pelaksanaan

tugas-tugas lain sesuai dengan petunjuk Kepala Kejaksaan Negeri.

TNIVERSITAS ANDAT {5




BAB I
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Peran Intelijen Kejaksaan Negeri Padang Dalam Penanganan Tindak Pidana

Korupsi

Kejaksaan Negeri Padang (Kejari Padang) secara struktural terletak dibawah
Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat (Kejati Sumbar) dan Kejaksaan Agung RI yang berada
di Ibu Kota Negara, kantor Kejaksaan Negeri Padang terletak di JI. Gajah Mada No.22
Kecamatan Nanggalo Kota Padang. Berdasarkan wawancara dengan Jaksa Fungsional

Bidang Intelijen Kejaksaan Negeri Padang, Riki B. Maghaz, dalam penanganan perkara
NIVERSITAS ANDAL 4¢

tindak pidana korupsi secar: nan Negeri Padang memiliki 3

peranan, yang pertama dalan | melakukan penyelidikan tindak

pidana korupsi, kedua dala egahan tindak pidana korupsi

dengan pembentukan Tim He amerintahan dan Pembangunan

’ s e ,
e Ad A N
1. Penyelidikan Tindak Pidana Korupsi-Oleh Jatélijen Kejaksaan Negeri Padan
y ﬁr@@ggﬂg@}iﬁf jen Kej g g

(Upaya Represif)

Pengertian Penyelidikan Intelijen, berdasarkan Pasal 1 angka 9 Peraturan Jaksa
Agung Republik Indonesia Nomor : PER-024/A/JA/08/2014 Tentang Administrasi
Intelijen Kejaksaan Republik Indonesia :

“Penyelidikan Intelijen yang selanjutnya disebut Lid, adalah serangkaian Upaya,
Pekerjaan, Kegiatan, dan tindakan yang dilakukan secara terencana dan terarah untuk

menccari, menemukan, mengumpulkan, dan mengolah informasi menjadi Intelijen serta

%0 \Wawancara dengan Jaksa Fungsional Bidang Intelijen Kejaksaan Negeri Padang, Rikhi B. Maghaz, Senin,
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menyajikannya sebagai bahan masukan untuk perumusan kebijakan dan pengambilan

keputusan.”

Penyelidikan Tindak Pidana Korupsi oleh Intelijen Kejaksaan Negeri Padang dibagi

dalam beberapa tahap yaitu :
a. Tahap Penerimaan Informasi dan Penyelidikan Awal.

b. Tahap Perencanaan dan Pengumpulan Data atau Bahan Keterangan.

o

Tahap Pengolahan Data.

o

. Tahap Penyampaian dan Penggunaan Data

1) Penerimaan Informasi Laporan dan Penyelidikan Awal

. NIVERSITASANDAL
Bentuk-bentuk penerimg Siatau
a) Diterima langsung| di dan Penerimaan Pengaduan
Masyarakat.

b) Surat.
c) Kiliping Pers. N—

vt @:4// O IAT;
d) Temuan LSM. uk?rg%/l*:;}j\
e) Temuan Intelijen Kejaksaan

Menurut Jaksa Fungsional Bidang Intelijen Kejaksaan Negeri Padang Riki B.

Maghaz bahwa penyelidikan dilakukan Setelah mendapat laporan atau ada kecurigaan

telah terjadi suatu tindak pidana dari sumber yang telah disebutkan di atas khususnya

tindak pidana korupsi maka dikeluarkan surat perintah dari Kepala Kejaksaan Negeri

untuk melakukan penyelidikan permulaan di tempat mendapatkan informasi.

Penyelidikan ini masih bersifat rahasia, dalam tahap ini dilakukan pencarian data,



keterangan, dan alat bukti sebagai bahan untuk menentukan tindak lanjut dari proses
penyelidikan yang dilakukan.*'.
2) Tahap Prencanaan dan Pengumpulan Data atau Bahan Keterangan
a) Perencanaan

Berdasarkan Pasal 1 poin 18 Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor
Per-037/A/JAJ/09/2011 tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Intelijen Kejaksaan
Republik Indonesia menyebutkan bahwa Rencana Penyelidikan Intelijen adalah persiapan
untuk melaksanakan penyelidikan, yang disusun secara cermat mengenai segala sesuatu

yang akan dilakukan oleh pelaksana operasi intelijen berdasarkan surat perintah yang telah
UNIVERSITAS ANDA 4%

ditetapkan.
Tahap perencanaan dila lah menerima petunjuk/perintah

dari Pimpinan Kejaksaan Yz man dalam pelaksanaan tugas

pokok di lapangan untuk mi Jiatan intelijen, sehingga dapat

Setelah menyiapkan perencanaan mengenal kegiatan yang akan dilakukan,
selanjutnya seksi intelijen melakukan kegiatan pengumpulan data atau bahan keterangan.
Untuk mendapatkan data atau bahan keterangan yang tepat guna dan tepat waktu sesuai
kepentingan penyelidikan maka diperlukan taktik dan teknik yang sesuai dalam
pengumpulan keterangan. Metode atau teknik penyelidikan yang dilakukan oleh Intelijen

Kejaksaan Negeri Padang menurut Jaksa Fungsional Bidang Intelijen Kejaksaan Negeri

1 Wawancara dengan Jaksa Fungsional Bidang Intelijen Kejaksaan Negeri Padang, Rikhi B. Maghaz, Senin,
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Padang Riki B. Maghaz yaitu melalui kegiatan penyelidikan secara terbuka maupun
secara tertutup.
Adapun tekniknya adalah sebagai berikut :
(1) Penyelidikan Secara Terbuka
Penyelidikan secara terbuka merupakan penyelidikan yang dilakukan secara
terang-terangan atau terbuka dengan melakukan kegiatan-kegiatan:
() Wawancara, Kegiatan ini diadakan melalui teknik tanya jawab atau berdialog dengan
narasumber. Wawancara ini bertujuan untuk memperoleh informasi atau keterangan

mengenai hal yang sedang diselidiki dengan memanggil langsung atau mendatangi
NIVERSITASANDAL A%

orang yang dianggap me iselidiki.

(b) Observasi, Kegiatan obg h langsung ke lapangan dengan

cara melakukan peni 7' Dbservasi dilakukan dengan

N yang berhubungan dengan hal

melakukan penelitian pgda
yang diselidiki.
(2) Penyelidikan Secara Tertuthm R -'*
Penyelidikan secara tertutup dllakukan secara rahasia atau sembunyi-sembunyi yang
hanya diketahui oleh seksi intelijen sendiri dengan teknik undercover melalui kegiatan:
(a) Sensor, sensor dilakukan dengan cara melakukan kegiatan penelitian, menyeleksi,
menyortir berita, dokumen atau orang yang dicurigai untuk membatasi ruang gerak
orang tersebut.
(b) Penyadapan dilakukan dengan cara nguping, melakukan perekaman secara tertutup

terhadap semua berita dan semua komunikasi yang patut untuk dicurigai.



(c) Spionase atau mata-mata bertujuan untuk mendapatkan informasi mengenai hal yang
dianggap terjadi tindak pidana atau untuk mencuri dokumen.

(d) Penyusupan dilakukan dengan memasuki lingkungan pihak yang dianggap
mengetahui informasi tentang terjadinya tindak pidana korupsi atau menyusup ke
lingkungan sekitar pihak yang diduga melakukan tindak pidana korupsi.

Di Kejaksaan Negeri Padang sejauh ini telah melaksanakan penyelidikan terkait
pengumpulan data sesuai dengan standar operasional menurut peraturan tertulis baik secara
terbuka maupun tertutup dengan metode yang ada. Pengumpulan data secara tertutup lebih

dominan dilakukan karena secara terbuka sering menemui kendala.**

Kegiatan selanjutnya adala a kil rigblahan dari hasil pengumpulan
keterangan. Dalam hal ini z,-i,han k [ ( diterima diolah melalui proses

ddterangan yang awalnya masih

merupakan bahan mentah dlir i ‘ ijen. Proses pengolahan bahan

keterangan menjadi intelijen difekgkaly

rus melalui kegiatan pencatatan,
penilaian dan penafsiran.
a) Pencatatan

Pencatatan merupakan kegiatan secara sistematis yang berupa tulisan atau gambar
agar memudahkan dalam kegiatan penilaian dan penafsiran. Beberapa hal yang perlu
diperhatikan dalam pencatatan:

(1) Mudah untuk dicatat (dikelompokkan berdasarkan bidang dan masalahnya)

(2) Sederhana, mudah dimengerti

%2 \Wawancara dengan Jaksa Fungsional Bidang Intelijen Kejaksaan Negeri Padang, Rikhi B. Maghaz, Senin,
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(3) Memungkinkan kecepatan dalam pekerjaan penyusunan
(4) Penyajian keterangan yang diperlukan tidak terpengaruh oleh situasi dan kondisi
(5) Memudahkan pelaksanaan penilaian dan penafsiran
Sarana Pencatatan antara lain:
(1) Buku harian intelijen
(2) Peta situasi
(3) File intelijen atau lembaran kerja
(4) Catatan pribadi.

b) Penilaian

Merupakan suatu kegiat 3 ringan atau bersamaan dengan

nilai suatu bahan keterangan

secara kritis, yang akan dig ! Piatdn penafsiran. Penilaian adalah
menentukan tingkat kebenar| ppkat kepercayaan sumber bahan
keterangan. e
c) Penafsiran ..\_%//3\(\;\\&,_

Merupakan proses transformasi ba—lr;;nh‘keterangan menjadi intelijen dengan cara
mencocokkan dan membandingkan keterangan yang satu dengan yang lainnya.
Disamping itu penafsiran juga merupakan pertimbangan yang kritis terhadap keterangan
melalui analisa, integrasi dan penentuan kesimpulan.

(1) Analisa, merupakan suatu proses pemilihan dan penyaringan bahan keterangan yang
telah dinilai baik sumber maupun isinya serta memisahkan dari bahan keterangan

lain berdasarkan kepentingan tugas pokok.



(2) Integrasi, merupakan kegiatan mengkompilasikan keterangan yang dipisahkan pada
waktu melakukan analisis dan menghimpunnya dengan keterangan-keterangan lain
yang sudah diketahui untuk membentuk suatu gambaran yang logis atau hipotetis
tentang suatu masalah.

(3) Kesimpulan, merupakan tahap akhir dalam proses penafsiran keterangan, adalah
dengan cara menyimpulkan hasil-hasil penafsiran data yang diolah menjadi poin poin
terperinci guna memudahkan dalam memahami isi data atau informasi yang telah
didapatkan®?

4) Tahap Penyampaian dan Penggunaan
\1\ER\IT“ ANDAL 4

Penyampaian dan peng nir dari tahapan pengumpulan

data intelijen, merupakan I3 apan yang telah disusun dalam

bentuk produk intelijen seb jai asal 1 poin 12 Peraturan Jaksa

Agung Republik Indonesia I\ 1l tentang Standar Operasional

Prosedur (SOP) Intelijen Ké}a TR s "Iahwa “Produk Intelijen adalah
Naskah Dinas yang dibuat da[a?rr el / fgdnerupakan kegiatan penyampaian,
pelaporan dari hasil pengolahan informas.i./sé}ta hasil kegiatan pelaksanaan tugas operasi
intelijen yang dilakukan unsur-unsur intelijen Kejaksaan.

Penyampaian adalah kegiatan pengiriman/distribusi produk intelijen kepada
pimpinan dan unsur-unsur lain yang berkepentingan sesuai dengan kebutuhan. Produk
intelijen ini berisi masukan dan saran dari staf/satuan intelijen kepada pimpinan untuk
dijadikan bahan pengambilan keputusan serta disampaikan pada staf lain yang

berkepentingan sebagai bahan koordinasi.

*8 Wawancara dengan Jaksa Fungsional Bidang Intelijen Kejaksaan Negeri Padang, Rikhi B. Maghaz, Senin,
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Melihat urgensinya maka intelijen yang disampaikan kepada pimpinan dan staf lain
yang berkepentingan, penyampaiannya harus tepat waktu dan tepat alamat agar mampu
menjawab tuntutan tugas serta tetap memperhatikan faktor keamanan. Dalam
pelaksanaannya kegiatan penyampaian ini dapat disampaikan secara lisan maupun tertulis
sesuai dengan kebutuhan. Ketentuan-ketentuan yang harus diperhatikan dalam
penyajian/penyampaian produk intelijen adalah :

(1) Menjawab tuntutan tugas. Intelijen yang disajikan harus menjawab tuntutan tugas
yang diterima dari pimpinan dan memuat hal-hal yang diprediksikan yang

berpengaruh terhadap keberhasilan tugas pokok.
j,\'l\jERSlTAr% %\'D;\[.As

(2) Tepat waktu dalam p bernilai tinggi apabila tidak
terlambat sampai kepadg

(3) Pengguna yang tepat. (epada pejabat yang meminta

antingan sesuai dengan tuntutan

tugas.

7 : »
(4) Faktor keamanan. Produkﬁ.]'f{t"el n-hah ~_|_fa:ie;mpaikan kepada pejabat yang
-._vc'{_'/ AN i

N

benar-benar mempunyai kaitan didalém tuntutan tugas yang diberikan oleh

pimpinan.

Oleh sebab itu, demi menjamin kerahasiaan intelijen ini, maka pendistribusiannya
harus benar-benar selektif dan tepat sasaran untuk menghindari kebocoran yang dapat
mempengaruhi pada tugas pokok apabila jatuh ditangan orang yang tidak berhak. Dalam
penyampaian produk intelijen, dapat melalui beberapa bentuk antara lain:

(1) Tertulis, diantaranya:



(a) Telaahan berupa catatan memo, analisa daerah operasi, studi intel, intisari
informasi.
(b) Laporan terdiri dari laporan periodik dan laporan non periodik.

- Laporan periodik adalah laporan yang dibuat secara periode waktu yang
ditentukan, berupa: laporan harian, laporan mingguan, laporan tahunan, laporan
triwulan.

- Laporan non periodik adalah laporan yang dibuat sesuai dengan kejadian atau
situasi yang berlaku dan dapat juga merupakan laporan lanjutan dari laporan

sebelumnya, berupa: laporan harian khusus, laporan informasi, laporan khusus,

laporan atensi, An  kegiatan, laporan masalah
menonjol.

(2) Tidak tertulis/lisan

Berupa: paparan, telep nggunaan data intelijen yang

(b) Penentu kebijaksanaan
(c) Pengambilan keputusan
Pengguna yang dimaksud dalam hal ini adalah pimpinan yang
meminta/memerintahkan dan/atau pejabat lain yang berkepentingan antara lain:
(@) Pimpinan.
(b) Staf Terkait.

(c) Satuan lain yang berkepentingan.



Penyampaian data yang diperoleh Intelijen Kejaksaan disampaikan Pada atasan
dalam hal ini yaitu Kepala Kejaksaan Negeri Padang (Kajari). Langkah selanjutnya
adalah pemberitahuan kepada Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat (Kajati), dari
Kajati kemudian terbit Surat Perintah kepada Kajari dengan 2 (dua) kemungkinan apakah
untuk melanjutkan pemeriksaan ke tingkat penyidikan atau untuk menghentikan
penyelidikan atas kasus tersebut. Apabila surat perintah menyatakan bahwa proses
pemerikasaan harus dilanjutkan, maka penyelidik Intelijen segera melimpahkan kasus ini
ke seksi pidana khusus untuk segera dilakukan penyidikan, selanjutnya pendalaman atas

kasus tersebut dilakukan oleh seksi pidana khusus.*

N ER\IT“ ANDALAS

Berikut Tabel penang korupsi di Kejaksaan Negeri

Padang dari periode 2013 sa

NO | NOMOR ASAL% | NAMA JAKSA
PERKARA | PERKARA | DIK TERSANGKA/ | YANG
-. > 1EKERJAAN BERTUG
N TERSANGKA AS
1 | Pds-01/Ft.1 Kejaksa%ﬁ%}ir Asal-2 ayat ()] ',p_Aﬁdl Abdul 1.Daminas
/Pdang/01/2 | Negeri '{l‘w fﬂ;&%y}}%@w,;ﬂahk MM/ , SH
013 Padang N 1&’@35@?18 Wiraswasta 2.Y.Ernaw
UU No.31 Tahun | (Kontraktor) ati, SH
1999 yang telah 3.Beatrix
dirubah dengan Berlina,
UU No.20 Tahun SH, MH
2001 tentang 4.Insa
Pemberantasan Nadeja,
Tindak Pidana SH
Korupsi
2 Pds-02/Ft.1 | Kejaksaan Pasal 2 ayat (1) jo | Wisman/ Supir | 1. Irna, SH
/Pdang/01/2 | Negeri Pasal 3 jo Pasal 2. Dwi
013 Padang 15 jo Pasal 18 Indah, SH
UU No.31 Tahun 3. Maryant

** Wawancara dengan Jaksa Fungsional Bidang Intelijen Kejaksaan Negeri Padang, Rikhi B. Maghaz, Senin,
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1999 yang telah I, SH
dirubah dengan 4, Suriati,
UU No.20 Tahun SH
2001 tentang
Pemberantasan
Tindak Pidana
Korupsi
Pds-01/Ft.1 | Polda Pasal 2 ayat (1) jo | Drs. H.Firdaus | 1. Iswandi,
/Pdang/02/2 | Sumatera Pasal 3 UU Ilyas, MM/ PNS | SH
014 Barat No.31 Tahun Kadispora Kota | 2. Dewi P,
1999 yang telah Padang SH
dirubah dengan 3. Beatrix
UU No.20 Tahun Berlina,
2001 tentang SH, MH
Pemberantasan 4. Ekky
{ anww ﬁdhna[ I R.A, SH
Pds-02/Ft.1 | Kejaksa nul Zainul 1. Damina
/Pdang/03/2 | Negeri idin, S.ST/ r, SH
014 Padang | Ilkls Kepala 2. Mulyan
iflang Cipta a Safitri,
gdrya Dinas PU | SH
fota Padang 3. Y.Erna
4Rejabat PJOK | wati, SH
ota Padang) 4. Beatrix
Berlina,
2001 tentang SH, MH
Pemberantasan 5. Sylvia
Tindak Pidana Andriati,
Korupsi SH
6. Ekky
Rizki
Asril, SH
Pds-03/Ft.1 | Kejaksaan Primer: Pasal 2 Ir. H. Azhar 1. Mulyadi
/Pdang/06/2 | Tinggi ayat (1) jo Pasal | Latif/ Mantan Sajadean,
014 Sumatera 18 UU No.31 Direktur Utama | SH, MH
Barat Tahun 1999 yang | PDAM Padang | 2. Irna, SH
telah dirubah 2012 3. Suriati,
dengan UU SH
No.20 Tahun 4. Ekky




2001 tentang RizKi
Pemberantasan Asril, SH
Tindak Pidana
Korupsi jo Pasal
55 ayat (1)
KUHP

Subsider :  Pasal
3 jo Pasal 18

UU No.31 Tahun
1999 yang telah
dirubah dengan
UU No.20 Tahun
2001 tentang
Pemberantasan
Tindak Pidana

i) H?Sﬂﬁ'

Pds-04/Ft.1 | Polresta|
/Pdang/09/2 | Padang ||
014

: Khaidir, SE, | 1. Dwi
M/ PPTK Indah
ekerjaan Puspa

I.‘\ ‘ bangunan Sari, SH
T izPasar Bungus 2. Beatrix
S ,;ﬁﬁda Dinas Berlina,
; " Pasar Kota SH, MH

dirubah dengan Padang 3. Sylvia
UU No.20 Tahun | 2. Yusman / Andriati,
2001 tentang PNS Tim Teknis | SH
Pemberantasan PU Kec.Bungus
Tindak Pidana Teluk Kabung

Korupsi
Subsider: Pasal
3 jo Pasal 18 ayat
(1) UU No.31
Tahun 1999 yang
telah dirubah
dengan UU
No0.20 Tahun
2001 tentang




Pemberantasan
Tindak Pidana
Korupsi

Pds-05/Ft.1 | Kejaksaan Pasal 2 ayat (1) jo | 1. Syafruddin, 1. Farizal,
/Pdang/11/2 | Tinggi Pasal 3 ayat (1) jo | S.Sos/ Mantan SH
014 Sumatera Pasal 18 UU Camat Bungus | 2. Dodi
Barat No0.31 Tahun Teluk Kabung/ | Arifin, SH
1999 yang telah Sekretaris Dinas | 3. Sudarm
dirubah dengan Tata Ruang anto, SH
UU No.20 Tahun | Bangunan Dan 4. Suriati,
2001 tentang Perumahan Kota | SH
Pemberantasan Padang
Tindak Pidana 2. Ejisrin, SE/
Korupsi jo Pasal | Lurah Teluk
55 ayat (1) Kabung Tengah
mﬂ%
Pds-06/Ft.1 T t (1) ] dlaus K, SE, 1. M.Zulfa
/Pdang/11/2 3 3 avat | Msi n, SH, MH
014 2. Sudarm
anto, SH
3. Suriati,
SH
Pemberantasan
Tindak Pidana
Korupsi jo Pasal
55 ayat (1)
KUHP
Pds-01/Ft.1 | Kejaksaan Primair : Pasal 2 | Kaizul Bin 1. Sudarm
/Pdang/03/2 | Negeri ayat (1) ) UU Kaidir anto, SH
015 Padang No0.31 Tahun 2. Ekky
1999 yang telah R.A, SH

dirubah dengan
UU No.20 Tahun
2001 tentang
Pemberantasan
Tindak Pidana




Korupsi
Subsider: Pasal
3 UU No.31
Tahun 1999 yang
telah dirubah
dengan UU
No.20 Tahun
2001 tentang
Pemberantasan
Tindak Pidana
Korupsi

10

Pds-02/Ft.1
/Pdang/03/2
015

Polresta
Padang

Primair : Pasal 2
ayat (1) jo Pasal
18 (1) huruf a dan
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Berdasarkan Tabel diatas mengenai penanganan kasus tindak pidana korupsi di

Kejaksaan Negeri Padang, dapat diperoleh kesimpulan :

(a) Dari 10 perkara yang ditangani oleh Kejaksaan Negeri Padang dalam kurun Tahun
2013 hingga 2015, 4 diantaranya berawal dari hasil kerja penyelidikan Intelijen
Kejaksaan Negeri Padang, ditandai dengan asal perkara yaitu berasal dari Kejaksaan
Negeri Padang.

(b) Dari 4 Kasus Yang ditangani Oleh Intelijen Kejaksaan Negeri Padang semua kasus
dilanjutkan ke tahap penuntutan di persidangan pengadilan.*

Dapat disimpulkan bahwa Intelijen Kejaksaan Negeri Padang dalam penanganan

tindak pidana korupsi peri at besar peranannya, terbukti

dengan cukup banyaknya ki Imua perkaranya dilanjutkan ke

tahap penuntutan.

ijan Kejaksaan Negeri Padang

2. Pencegahan Tindak Pj¢
(Upaya Preventif). /

( NG,

Intelijen Kejaksaan selauﬁme : ‘p@;@}}dfkan tindak pidana korupsi juga

‘—-—‘f{_’(_}\ __,“\,§\>" —

berperan dalam hal pencegahan terjadinya tindak pidana korupsi dengan dibentuknya Tim

Pengawal dan Pengamanan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah (TP4D). Pencegahan

ini dilaksanakan oleh seksi intelijen Kejaksaan Negeri Padang dengan mengawal dan

mengawasi pemerintahan dan pembangunan daerah yang berdasarkan pada Keputusan

Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : Kep-152/A/JA/10/2015 tentang Pembentukan

Tim Pengawal Dan Pengamanan Pemerintahan Dan Pembangunan atas Instruksi Presiden

Nomor 7 Tahun 2015 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi. Apabila ada hal

** Wawancara dengan Jaksa Fungsional Bidang Intelijen Kejaksaan Negeri Padang Fattiranil Jusar, Selasa 20
September 2016



yang memungkinkan akan terjadi tindak pidana terutama tindak pidana korupsi maka
intelijen menyampaikan pendapat/pandangan hukum untuk mencegah terjadinya tindak
pidana korupsi. *°

Tugas dan Fungsi TP4D vyaitu :

a. Mengawal, mengamankan dan mendukung keberhasilan jalannya pemerintahan dan

pembangunan melalui upaya-upaya pencegahan/preventif dan persuasif , dengan cara

- Memberikan penerangan hukum di lingkungan instansi pemerintah, BUMN,

BUMD dan pihak lain terkait materi tentang perencanaan, pelelangan, pelaksanaan

pekerjaan, pengawasa Pijinan, pengadaan barang dan

jasa, tertib administrag : angan negara;

- Melakukan diskusi instansi pemerintah, BUMN,

BUMD untuk mengi ’ arg dihadapi dalam penyerapan

anggaran dan pelaksa't\ra. %€

I"'"'

- Memberikan penerangan

'€;
- T%mm
-/f \\-

atas permintaan pihak-pihak yang memerlukan yang tempat dan waktu

wht baik atas inisiatif TP4 maupun

pelaksanaannya ditetapkan berdasarkan kesepakatan dan sesuai kebutuhan;
- TP4AD dapat melibatkan instansi atau pihak lain yang memiliki kapasitas,
kompetensi dan relevan dengan materi penerangan dan penyuluhan hukum yang

akan disampaikan kepada instansi pemerintah, BUMN, dan BUMD.*’

%® \Wawancara dengan Jaksa Fungsional Bidang Intelijen Kejaksaan Negeri Padang Fattiranil Jusar, Selasa 20
September 2016
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3. Pencarian Buronan Kejaksaan

Intelijen Kejaksaan Negeri Padang Juga memiliki Peran dalam Pencarian Buronan
Kejaksaan atau pencarian seseorang yang berstatus Terpidana. Pencairan tersebut
dilakukan oleh Intel Kejaksaan atas perintah dari Kepala Kejaksaan Negeri Padang,
sebagai wujud wewenang Jaksa sebagai Pelaksana putusan pengadilan yang telah
memperoleh kekuatan hukum tetap. Contoh kasus mengenai pencarian buronan ini yaitu
Intelijen Kejaksaan Negeri Padang bekerjasama dengan pihak Kepolisian Daerah
Sumatera Barat dan Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat dalam pencarian buronan Jaksa

Mantan Direktur Utama PDAM Padang Ir. Azhar Latif yang berstatus sebagai terpidana
UNIVERSITAS ANDA[ 4
- adang—p

atas kasus korupsi dana peng )12 yang dinyatakan buron dan

dimasukkan ke Daftar Penc J|Juli 2016. Pencarian Buronan

Jaksa ini  membuahkan has"‘ JaL sa tertangkap pada hari Kamis

ppor atas hasil dari koordinasi

Tanggal 13 Oktober 2016

'-)l\l

B. Hambatan yang dlalam\i*p{eb‘f;l’ eF{Eg)Kej’ﬁksaan Negeri Padang dalam
-/f >
penanganan perkara tindak pldana korupsi dan upaya menanggulangi
hambatan tersebut.
1. Hambatan yang dialami oleh Intelijen Kejaksaan Negeri Padang dalam
penanganan perkara tindak pidana korupsi
Intelijen Jaksa di Kejaksaan Negeri Padang dalam melakukan penanganan perkara

tindak pidana korupsi tidak selamanya berjalan dengan lancar, terdapat beberapa kendala

atau hambatan yang dialami dalam melaksanakan tugas sebagaimana mestinya. Menurut

*8 Wawancara dengan Jaksa Fungsional Bidang Intelijen Kejaksaan Negeri Padang Fattiranil Jusar, Selasa 20
Oktober 2016



Keterangan Jaksa Fungsional Bidang Intelijen Kejaksaan Negeri Padang Fattiranil Jusar

beberapa hambatan yang dialami oleh Intelijen Kejaksaan dalam penanganan perkara

tindak pidana korupsi di Kejaksaan Negeri Padang adalah sebagai berikut :

a.

Dalam Proses Penyelidikan Jaksa Intel kesulitan dalam pemanggilan saksi, karena
tidak adanya surat pemanggilan saksi dari intel kejaksaan negeri yang tidak
dicantumkan dalam SOP Intelijen kejaksaan. Namun menurut penulis hal ini bukan
merupakan hambatan pokok atas pelaksanaan kewenangan Intelijen Kejaksaan,
karena proses pemanggilan saksi merupakan kewenangan penyidik. Penyelidikan

oleh Intelijen kejaksaan sebagaimana dijelaskan sebelumnya dapat dilakukan dengan

kegiatan penyelidikan te sung dilapangan dengan pihak

yang mengetahui inforn an penyelidikan tertutup seperti

penyadapan, yang berty

yang berguna dalam tahap.pe idika idikan tindak pidana korupsi.

Dalam Proses pengump

o0
A 2

1

A TR
mengumpulkan alat buktrssl 1535115755
‘_—\(:f:_/_j{:; )

Y
r‘-
AN

Kuitansi sebagai alat bukti, padahal kui.faﬁsi dapat menjadi alat bukti pada pekara
korupsi tersebut.

Adanya ketakutan dari orang-orang yang dimintai keterangan dikarenakan adanya
intervensi dari pimpinan suatu instansi terhadap orang yang memberikan data,
merupakan faktor yang sangat mempengaruhi dalam pengumpulan informasi, data

atau bahan keterangan guna proses penyelidikan perkaraa tindak pidana korupsi.*®

* Wawancara dengan Jaksa Fungsional Bidang Intelijen Kejaksaan Negeri Padang Fattiranil Jusar, Selasa 20
September 2016



2.

Upaya Menanggulangi Hambatan Dalam Penanganan Perkara Tindak Pidana
Korupsi Oleh Intelijen Kejaksaan Negeri Padang

Dalam menanggulangi hambatan-hambataan yang dialami oleh Intelijen Kejaksaan

Negeri Padang, menurut Jaksa Fungsional Bidang Intelijen Kejaksaan Negeri Padang

Fattiranil Jusar Upaya yang telah dilakukan adalah sebgai berikut :

a.

Dengan cara memberikan perpanjangan waktu untuk pemanggilan saksi, maksudnya
apabila pada saat pemanggilan saksi pertama kali saksi tersebut menolak hadir maka

harus disampaikan pemanggilan kedua.
\1\ ERSITAS ANDA[,

Dengan cara memberi tuk pengumpulan alat bukti,

maksudnya apabila pad IKti orang yang memegang alat

bukti tersebut berkilah l ) er{gan berbagai alasan misalnya

ketinggalan atau lupa |dimana.mena 2 _‘maka fintel jaksa akan memberikan

alat bukti tersebut. Dalam\hé“L'

A
Y
A

m s> Kejaksaan dapat berkoordinasi
>

_/T )

dengan tim penyidik kejaksaan pada seksi pidana khusus dalam pengumpulan alat

AN

bukti.
Dengan memberikan jaminan dan perlindungan terhadap pihak-pihak yang dimintai

keterangan atas intervensi yang dilakukan oleh intansi terkait.*

% Wawancara dengan Jaksa Fungsional Bidang Intelijen Kejaksaan Negeri Padang Fattiranil Jusar, Selasa 20
September 2016



BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, diperoleh kesimpulan sebagai berikut :

1.

Intelijen Kejaksaan dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi di Kejaksaan
Negeri Padang secara garis besar memiliki 3 peranan yaitu yang pertama, dalam hal
penyelidikan tindak pidana korupsi oleh intelijen Kejaksaan Negeri Padang guna
memperoleh informasi dan bahan keterangaan untuk melanjutkan ke proses

penyidikan oleh seksi pidana khusus. Kedua, yaitu upaya preventif atau pencegahan

dengan pembentukan bamanan Pemerintahan dan

Pembangunan Daerah A rat Perintah Jaksa Agung, dan

ketiga peran Intelijen l ) dalam pencarian buronan

kejaksaan/pengadilan.

Hambatan yang dialamliQ - aksaa .ejgeri Padang dalam penanganan
QA YV )/
e ff/ AN
perkara tindak pidana kdnﬁps}’&/’ najdatam hal pemanggilan saksi kedua,
R O e

pengumpulan alat bukti, dan adanya ketakutan pihak yang dimintai keterangan atas
intervensi instansi terkait. Sedangkan upaya dalam penanggulangannya adalah
dengan perpanjangan waktu dalam proses pemanggilan saksi dan pengumpulan alat
bukti terkait perkara, serta dengan memberikan jaminan dan perlindungan terhadap
pihak yang dimintai keterangan atas intervensi yang dilakukan oleh intansi terkait.
Saran

Berdasarkan pengamatan dan penelitian yang telah penulis lakukan dalam

permasalahan atau kendala yang timbul, maka penulis mencoba memberikan saran-saran



bagi semua pihak khususnya intel jaksa di Kejaksaan Negeri Padang dalam rangka

melakukan penanganan perkara tindak pidana korupsi adalah sebagai berikut :

1. Perlunya pengaturan yang lebih lanjut mengenai kewenangan intelijen kejaksaan
terutama dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi.

2. Perlunya peningkatan sumber daya manusia intel jaksa dengan penambahan
kemampuan khusus tertentu terutama dalam penanganan perkara tindak pidana
korupsi seperti pendidikan dan pelatihan.

3. Peningkatan kesediaan sarana dan pra-sarana yang dapat menunjang kinerja Intelijen

Kejaksaan Negeri Padang.

4. Diperlukan Kerjasama g dhegak hukum lainnya dan peran

serta masyarakat dalam asa ) Indak pidana korupsi.
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